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ABSTRAK : Menimbang        :    a.  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  10  ayat  (3) huruf 

d dan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 

tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota dalam 

penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota antara lain adalah membentuk PPK, 

PPS, KPPS dalam Pemilihan di wilayah kerjanya. 

 memenuhi    ketentuan    sebagaimana    dimaksud    pada huruf a, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Anggota 

Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan    Bupati    dan    

Wakil    Bupati    Pangandaran Tahun 2015. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  

 Undang-Undang       Republik       Indonesia       Nomor       17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan  Negara  

(Lembaga  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang       Republik       Indonesia       

Nomor       12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan      

(Lembaran      Negara      Republik      Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang       Republik       

Indonesia       Nomor       15Tahun   2011   tentang   Penyelenggara   Pemilihan   

Umum (Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Tahun    2011 Nomor    101,    

Tambahan    Lembaran    Negara    Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang       

Republik       Indonesia       Nomor       21Tahun  2012  tentang  Pembentukan  

Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 



5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur,  Bupati  dan  Walikota  (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5656) sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor 8    Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5678);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil 

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur,  

Bupati  dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU 

Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan     Bupati     dan     Wakil     Bupati     Pangandaran Tahun 

2015. 

 

 Dalam Keputusan KPU Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015  Tahun 2015 

diatur tentang: 

 Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015. 1 Anggota Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pangandaran  Tahun  2015,  dengan  daftar  nama sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Keputusan ini.; 2. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS adalah sebagaimana 

tercantum  pada  Pasal  20  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  

2015  tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 12 Peraturan 



Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok  Penyelenggara  Pemungutan  Suara  dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota;.; 3. Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan    

kepada    Anggaran    Pemilihan    Bupati    dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 

2015. 

 

Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Mei 2015.  

 - Lampiran 10 halaman. 


